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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Menginpai

BUFATI BANYUMAS,

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupatzn Banyumas

Momor 17 Tahun 2000 tentang Retribugi Pelayanan
Kartu Penduduk, sudah tidak sesuar dengan
perkembangan keadaan, sehinggs perlu ditinjau
kembali;

kahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu
menctapkan kembali Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pengpantian Biaya Cetak Pendaftaran
Penduduk dengan Peraturan Dacrah.

Undang-undang MNomer 13 Tahun 1930 ientang
Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembezran
Megara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Megara
tanggal & Agustus 1950);



. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran
MNegara Tahun 1958 Nomor 113, Tambzhan
Lembaran Negara Nomor 1647);

. Undang-undang MNomor & Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Womor 76, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 3209 );

. Undang-undang Momor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Dzerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan [ .embaran Negara Nomor 4048);

. Undang-undang Momor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
53, Tamhahan Lembaran Negara Nomor 438%1;

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Tahun
2004 Numor 125, Tambahan Lembaran MNegera
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Megara
Nomor 4493,

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan
LembaranNegara Nomor 3258);
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Peraturan Pemenntah Nomor 31 Tahun 1998
tentang Penyerahan Sebagian [rusan Pemerintah di
Bidang Penyelengparazn Pendaftaran Penduduk
Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998
Nemor 45, Tambahan Lembzran Negara Nomaor
4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Dazsrah ( Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor4139);

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119
Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis
Retribusi Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat [1;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 1l Talun 1985 lentang
Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan
Pemberhentian Pegawai Megeri Sipil sebagai
Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Banyumas (L.embaran Daerah Kahupaten
Daerah Tingkat |1 Banyumas Tahun 1986 Nomor 5
SeriD).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMLTISKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PENGGANTIAN BIAYA CETAK PENDAFTARAN

PENDUDUK

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

R e

i

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas .

Pemerintah Deerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas .

Bupati dalah Bupali Banyumas.

Badan / Dinas / Instansi adalah Organisasi Perangkat Daerah di
Kabupaten Banyumas yang bertanggungjawab di Bidang
Rependudukan.

Pendafiaran Penduduk adalah proses pencatatan biodata penduduk.
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan
penduduk rentan Administrasi kependudukan (Adminduk) serta
penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kerlu, alau surat
keterangan kependudukan.

Kartu Keluarge yang selanjutnya discbut KK adalah kartu identitas
keluarga vang memuar data tentang nama, susunan, dan hubungan
dalam keluarga serta karakteristik keluarga.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya discbut KTP adalah kartu
bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh
Pemenntah Kabupaten Banyumas.
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Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Semeritara yang selanjutnya
disebut SKPPS adalah surat bukti dir1 yang wajib dimiliki olzh
penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki surat
keterangan kependudukan (SKK) darl Kantor Imigrasi dan tidak
merupakan bukti kependudukan, melainkan bukti pendaftaran diri
Kartu Kctecrangan Bertempat Tinggal yang selanjutnya disebut
KKBT adalah Surat’ kartu bukt din yang wajib dimiliki oleh
penduduk musiman.

Retribusi Deerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah schagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan oleh Pemerintah Naerah untuk kepentingan
pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang Pribadi yang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk - melakukan
pembayaran Retribusi atas pelayanan yang diberikan cleh Pemerintah
Daerah.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaathan jasa pelayanan
pendaftaran penduduk,

Surat Ketetzpan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/alau sanxsi
administrasi berupabunga dan /atau denda.

BAB 11
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan namé Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Penduduk
dipungut retribusi sebagai pembayeran atas produk/jasa Pelayanan
Pendaftaran Penduduk.



" Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh
Pemerintah Dacrahdi bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk.

(2) Obyek Retribusi sebzgaimanadimaksud padaayat | | ) melipuii:
a. Pelavanan KK;
b. Pelavanan KTF;
¢. Pelavanan SKPFS;
d  Pelavanan KKBT.

Pasal 4
(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang telah memenuhi syarat
tertentu yang menggunakan atav menerima jasa pelayanan KK, KTF,

SKPPS dan KKET.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang wajih membayar retribusi
karena menggunakan jasa pelayaran pendaftaran penduduk.

BAR I
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggartian Biaya Cetak Pendaftaren Penduduk digolongkan
sehagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan divkur berdasarkan jenis pelayanan di
bidang pendafiaran penduduk yang diterbitkan.

BABY
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip penetapan tanif retribusi penantiam biaya cetek pendafiaran
penduduk adalah untuk mengganti biaya cetak termasuk lepalisasi dan jasa
pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyzrakat dan aspek
keadilan.

Pasal 8

Struktur dan besamya tarif retribusi penggantian biaya cetak pendaftaran
penduduk adalah sebagai berikut:
a. KTP: :
1. KTPWNI sehesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah);
2. KTPWNA scbesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah);
3. KTP WNI Program SIAK Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. KTP WNA Program SIAK Rp. 25.000.- (dva puluh lima ribu

rupiah).

K
KK untuk WNI sebesar Rp, 3.000.- (tiga ribu rupiah );
KK untuk WNA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiak):
KK untuk WNI Program SIAK Rp. § 000,- (limaribu rupiah);

KK untuk WNA Program SIAK Rp. 25.000.- (dua puluh lima ritu
rupiah).
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c. SKPPSsehesarRp. 25.000 - ( dua puluhlima riburupiah).

d. KKBTsehesar Rp2.000,- ( duaribu rupiah).



